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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan diatur dalam Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata bahwa pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan dan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata bahwa supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatanya jika memang menghendaki apa yang disepakati. 
2. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan  adalah pihak melakukan wanprestasi, maka harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut, karenanya, pihak yang wanprestasi harus mengganti rugi kepada pihak lainnya sehingga penting untuk meninjau dengan hati-hati persyaratan sebuah perjanjian pembeerian kuasa sebelum menandatanganinya untuk memastikan bahwa pihak-pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing.
3. Akibat hukum pencabutan surat kuasa secara sepihak dalam perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan dalam perspektif perjanjian timbal balik dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.  Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika klien sebagai pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dapat terjadi meliputi kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang, dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang. Dua kerugian di atas ketika terjadi adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum
B. Saran 
1. Agar dalam perjanjian yang dibuat antara pihak Pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak terlalu memberatkan pihak penerima kuasa.
2. Hendaknya dalam masalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa ditentukan dengan tegas besarnya jumlah ganti rugi yang harus dipukul oleh para pihak, sehingga tercipta kepastian hukum dalam masalah wanprestasi tersebut.
3. Agar para pihak memenuhi isi perjanjian pemberian kuasa dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain yang mengakibatkan digugatnya salah satu pihak ke pengadilan
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